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1. VISI DAN MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

2.

3.

1.1. VISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP
Visi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro adalah Pada
tahun 2024 menjadi fakultas riset yang unggul dan bereputasi internasional

dalam bidang sains dan matematika serta pengembangan penerapannya.

1.2. MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1. Menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang sains dan
matematika beserta terapannya yang unggul, bermoral, beretika,
berwawasan kebangsaan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di
tingkat nasional dan internasional.

2. Melaksanakan riset yang inovatif dan menyebarluaskan hasilnya baik
ditingkat nasional maupun internasional untuk mengembangkan sains dan
matematika.

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset di bidang
sains dan matematika beserta terapannya.

4. Meningkatkan tata kelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan

dan terintegrasi antar bidang (good governance).

RASIONAL

Kerjasama pendidikan merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar,
saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik dalam
bidang pendidikan. Agar kerjasama yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai
pihak tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta selaras
dengan visi dan misi FSM, maka perlu adanya standar tentang kerjasama pendidikan.

SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR
1. Dekan dan Wakil Dekan | sebagai pimpinan Fakultas.
2. Ketua Departemen dan Ketua Program Studi masing — masing sebagai pimpinan

Departemen dan Program Studi.
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DEFINISI ISTILAH

Kerjasama pendidikan dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan
Fakultas berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling
menguntungkan. Kerjasama tersebut harus mematuhi ketentuan hukum, baik nasional
maupun internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa,

pertahanan dan keamanan nasional.

PERNYATAAN ISI STANDAR
Setiap Program Studi meningkatkan kerjasama pendidikan dengan perguruan

tinggi, industri dan instansi pemerintah di tingkat nasional dan internasional.

STRATEGI

1. Mempelajari dan memahami penyusunan dokumen formal kebijakan
pengembangan jejaring dan kemitraan.

2. Melaksanakan inisiasi kerjasama di tingkat Fakultas yang dapat melibatkan

berbagai Program Studi.

INDIKATOR

1. Jumlah kerjasama pendidikan dengan Perguruan Tinggi lain.

2. Jumlah kerjasama pendidikan dengan industri/instansi pemerintah.
3. Jumlah kerjasama pendidikan di tingkat internasional.

4. Jumlah kerjasama pendidikan di tingkat nasional.

DOKUMEN TERKAIT
Manual Prosedur, Borang atau Formulir Kerja yang terkait dengan kerjasama

pendidikan.

REFERENSI

1. Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.

2. Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
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4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73
Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang
Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sistem
Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro.

11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan
Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro.

10. LAMPIRAN
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